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KEPUTUSAN

KEPAI-A DINAS PENDIDIMN DAN KEBUDAYMN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor: 968 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN lZlN OPEMSIONAL KEPADA SEKoI AH LUAR BIASA (SLB)

NEGERI ADIL }(A'TALINO BENGKAYANG

KEPALA DINAS PENDIDIMN DAN KEBUDAYMN PROVINSI MLIMANIAN BAMT

Membaca : 1. Surat Permohonan lzin operasio!.a! !-e]9!qh Luar Biasa (sLB) Negeri Adil Ka'talino

Bengkayang Nomor : 42011 1/SLBN-KBi2016;

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan . 
Kabupatdn

g.iokava;q menyatakan 
'tiJit teUeratan dan memberikan izinlrekomendasi.kepada

5;ffii;iil"ri eijii jsiet Negeri Adil Ka'talino Bengkayang untuk mengajukan izin

operasional. 
:

Menimbang : a. bahwa izin operasional yang dimohonkan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Adil

ka'talino Bengkayang di atJs, merupakan salah Satu persyaratan yang harus dipenuhi

dalam mengitplilmentasikan penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa di Kabupaten

Bengkayang;

b. bahwa dengan memperhatikan alasan tersebut, pertu memberikan lzin operasional

kepada Sekolan Luai Biasa (SLB) Negeri Adil Ka'talino Bengkayang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

c. bahwa Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Adil Ka'talino Bengkayang sebagai

Penyelenggara Pendidikan Luar Biasa dipandang telah memenuhi persyaratan

administrasi untuk memperoleh izin operasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c

di atas, maka pemberian izin operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Adil

Ka'talino, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

Z. Uniang-Undang Nomor 33 Iahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat

dan DZerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-lndang Nomor 9 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nbmor 59, Tambahan Lembaran

Negara Repubtik lndonesla Nomor 5234;

S. Peiaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;

6. peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasionat Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2013;

Z. peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang -Pendanaan 
Pendidikan

it-emUaran Neqara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomoi 91, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik lndonbsia Nomon 4864);

Mengingat



t

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentanE Pengelolaan 
^danpenvetenooaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lnoonesta Tahun 2u1u

i{;iiiJi- id, rimoanan [embaran Negara- lepuutlt lndonesia No1ngr s]!pl
sloaoaimalia telah-diubah aJngan Peraiuran Peinerintan Nomor 66 fahun 2010

rr",i,iBiiin'tt.di-ri neprUiif indojiesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

ilegara Repubiik lndon'esia Nomor 5157); 
- -

9. peiaturan Pemerintah Nomor I Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinela

lnstansi Penrerintah (Lembaran Negara Republik lnclonesia Tahun 2006 Nomor 25'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

10. Peraturan tr4enteri Dalari Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam NegeliNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. peratuian Daerah Nomor I Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat (Lembaran Dairah Provinsi Kalimantan Sarat Tahun 2012 Nomor B'

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEM UTUSKAN

Memberikan izin operasional kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Adil Ka'talino

g.ngfiirng yang berlokasi di Rangkang RT 07 RW 04 Kelurahan Sebalo Kecamatan

Bengkayang KabuPaten BengkaYang;

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan

ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari

temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan

penyempumaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
z Mei 2016Pada

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubemur Kalimantan Barat (sebagai laporan), di Pontianak;

2. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa Drektdrat Dikdasmen Kemdikbud, di

3. Bupati Bengkayang, di Bengkayang;

4. Kebah Dinis PendiOikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang,'di Bengkayang;

5. Pertinggal.


